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I.   UMUM 

            Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

merupakan wujud kebijakan dan langkah strategis yang ditetapkan dengan 

tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia 

secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka 

memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tersebut 

menuangkan tujuan tersebut melalui kebijakan: 

                    a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 

                    b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; 

                    c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha 

mikro, kecil dan menengah; dan 

d.  peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.  

Pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan 

kerja tersebut membutuhkan peningkatan penyelarasan kebijakan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, utamanya dalam hal percepatan 

proyek strategis nasional, pengaturan mengenai penataan administrasi 

perpajakan daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Untuk 

itu, telah dilakukan penyesuaian atas beberapa pengaturan mengenai 

Pajak dan Retribusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mampu 

mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam 
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mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi secara 

nasional serta dalam penyusunan Perda mengenai Pajak dan Retribusi.  

Selain penyempurnaan kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga 

mengamanatkan agar Pemerintah Pusat mendukung pelaksanaan 

penyederhanaan perizinan berusaha di daerah melalui dukungan insentif 

anggaran bagi Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan pendapatan 

asli daerah sebagai akibat adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan 

berusaha tersebut.  

 Agar kebijakan Pajak dan Retribusi dan pemberian dukungan 

insentif anggaran dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik dan 

sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan 

Berusaha dan Layanan Daerah. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Penyesuaian tarif untuk program prioritas nasional difokuskan 

pada percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan 

mempertimbangkan: 

a. cakupan program prioritas nasional sangat luas sehingga 

perlu dipertajam agar arah dan tujuannya terukur; 
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b. studi kelayakan dan keluaran dari pelaksanaan proyek 

strategis nasional relatif sudah jelas dan terukur; dan 

c. adanya batasan pemberian fasilitas dengan tetap menjaga 

kesinambungan pendapatan asli daerah. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Evaluasi rancangan Perda provinsi mengenai Pajak dan 

Retribusi terhadap Kebijakan Fiskal Nasional antara lain 

meliputi pengujian atas penentuan jenis Pajak dan/atau 

Retribusi, penentuan objek Pajak dan/atau Retribusi, batasan 

tarif Pajak dan/atau Retribusi, dasar penetapan tarif Pajak 

dan/atau Retribusi, dan pelaksanaan pemungutan dan 

pengelolaan Pajak dan/atau Retribusi, termasuk kebijakan 

stimulus fiskal, dukungan kemudahan berusaha, penyesuaian 
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tarif, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penerimaan 

dan pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan 

Retribusi terhadap Kebijakan Fiskal Nasional antara lain 

meliputi pengujian atas penentuan jenis Pajak dan/atau 

Retribusi, penentuan objek Pajak dan/atau Retribusi, batasan 

tarif Pajak dan/atau Retribusi, dasar penetapan tarif Pajak 

dan/atau Retribusi, dan pelaksanaan pemungutan dan 

pengelolaan Pajak dan/atau Retribusi, termasuk kebijakan 

stimulus fiskal, dukungan kemudahan berusaha, penyesuaian 

tarif, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penerimaan 

dan pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

 Pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi terhadap Kebijakan 

Fiskal Nasional antara lain meliputi pengujian atas penentuan jenis 

Pajak dan/atau Retribusi, penentuan objek Pajak dan/atau 

Retribusi, batasan tarif Pajak dan/atau Retribusi, dasar penetapan 

tarif Pajak dan/atau Retribusi, dan pelaksanaan pemungutan dan 

pengelolaan Pajak dan/atau Retribusi, termasuk kebijakan stimulus 

fiskal, dukungan kemudahan berusaha, penyesuaian tarif, dan 

kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penerimaan dan 

pengeluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 
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Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 
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